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I.

TANTANGAN
OPTIMALISASI POTENSI UMK

E DI TENGAH DUALISME
~ ORGANISASI PRODUKSI

Akhmad Svakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D
Ekonom seka/igus akademisi FEB Universitas Diponegoro 5emarang;
lahir di Pekalongan 10Iuni 1973;menamatkan 5-1 dan 5-2 pada
program studi Ifmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah
Mada (UGM). Gelar Doktor pada Economics and Finance diperoleh dari
School of Business, Curtin University Australia. Saat ini ia bertanggung
jawab sebagai Kepaia Departemen flmu Ekonomi dan Studi Pembangu-
nan FEB UNDIP setelah sebelumnvo menjabat sebagai Kepala Pusat
Kajian Pembangunan, LPPM UNDIP dan Laboratorium Studi Kebijakan
Ekonomi (LSKE)FEB UNDIP Selain kesibukannva di Kampus,saatiniia
juga aktifsebagaianggota Komite Pemantaua Risiko BPD lateng; Komite
Perencanaan Pemerintah Provinsi Iowa Tengah dan Regional Econo-
mist Kementerian Keuangan RI.

Oualisme ekonomi yang pertama kali diperkenalkan oleh J. H. Boeke

pad a tahun 1953 yang menggambarkan bekerjanya dua organisasi

produksi seeara bersamaan dalam suatu perekonomian nampak relevan

untuk menggambarkan nasib usaha mikro dan keeil (UMK) di Indonesia

vis a vis Usaha Menengah Besar (UMB). Di satu sisi peran penting UMK

tagi perekonomian Indonesia sangat mevakinkan dengan share 98,33

persen dari total 26,7 [uta usaha. Oengan jumlah sebesar 26,3 juta usaha,
UMK berhasil menyerap sebanyak 53,6 juta tenaga kerja dari total

70,3 juta orang, atau 76,28 persen dari total tenaga kerja di luar sektor

pertanian (Biro Pusat Statistik, 2017). Belum lagi jika kita mernasukkan
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sektor pertanian yang pada Agustus 2017 tereatat menyerap 29,68

persen dari total employment. Namun pada saat yang sarna, kontribusi

UMK terhadap POS tercatat sebesar 43,08 persen, terdiri dari usaha

mikro sebesar 30,25 per sen dan 12, 83 persen sisanya dad usaha keeil.

Pada saat yang sama, dengan jumlah hanya 1,67 per sen dari total

jumlah usaha, UMS memberikan kontribusi 56,92 persen. Gap antara

peran UMK dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap

POB menunjukkan distribusi pendapatan yang tim pang antara UMK

dengan Usaha menengah besar (UMB) sekaligus memberikan gambaran

wajahdualismeekonomi Indonesia.

Terminoiogi dualisrne ekonomi pertama kali digunakan oleh Boeke

untuk menggambarkan produksi dan organisasi yang asimetris di

Indonesia sekaligus menunjuk suatu perekomian yang terbelah antara

sektor tradisional dan sektor modern yang dijalankan oleh kolonialisme

Belanda (Higgins, 1956). Oengan demikian, dualisme ekonomi terjadi

sebagai hasil dari desain struktur ekonomi yang di satu sisi memberikan

ruang bagi sebagian organisasi ekonomi untuk beker]a di bawah rejim

yang paternalistik dan quasi-feodal. Semen tara di sisi lain sebagian

besar organisasi produksi dibiarkan bekerja seeara marginal dalam

sistem persaingan pasar. Dalam sistem yang melahirkan dualisme

ekonomi ini, membiarkan kedua sistem produksi dan organisasi untuk

bersaing dalam sistem ekonorni pasar bebas adalah tidak fair. Tulisan

ini memberikan gambaran posisi UMK berhadapan dan bersaing vis a

vis UMB dalam pasar persaingan bebas dan intervensi yang semestinya

dilakukan dalam rangka meningkatkan peran UMK mengingat posisi

strategis UMK berkaitan der.gan isu-isu pernbangunan, pengangguran

dan kemiskinan misalnya. Tulisan ini mengungkap posisi strategis

UMK sekaligus persoalan yang dihadapi UMK di Indonesia hingga

saat ini yang digambarkan dengan pendekatan teori dualisme

rnencakup dualisme globalisasi, teknologi, dan dualisme pembiayaan.

Akhir dari tulisan ini memberikan penekanan pada aspek kelembagaan

yang dipandang sebagai akar persoalan sekaligus kerangka bagi upaya

meningkatkan peran UMK di Indonesia yang sejauh ini menjadi garda
sekaligus bemper bagi ekonomilndonesia.
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UMK dan Dualisme Globalisasi

Globalisasi mempunyai watak ganda bagi UMK. Globalisasi

meneiptakan keterbukaan pasar bagi produk-produk luar negeri

sehingga berdampak negatif bagi UMK yang tidak mempunyai daya

saing. Globalisasi juga mernbuka akses pasar luar negeri bagi prod uk

UMK sehingga memberikan dampak positif bagi UMK yang memiliki

daya saing. Dengan demikian, dampak globalisasi bagi UMK bergantung

pada sejauh mana UMK di Indonesia memiliki day a saing dan siap

dengan keterbukaan pasar. Sejauh mana UMK Indonesia mampu

mengoptimalkan dampak positif dapat dilihat dari kontribusi UMK

terhadap ekspor sekaligus sejauh mana terlibat dalam jarinhgan

bisnis global. Berdasarkan sensus ekonomi 2016 usaha mikro hanya

manyumbang 1,23 persen terhadap total ekspor Indonesia, sedangkan

usaha kecil sebesar 2,47 persen. Keterlibatan UMK Indonesia dalam

jaringan produksi global juga masih sangat rendah dibandingkan UMK
negara ASEAN yakni 6,3 persen terrnasuk usaha menengah (Wignaraja,

G.and Jinjarak, 2015).Rendahnya kontribusi UMK dalam aktivits ekspor

dan jaringan distribusi global menggambarkan tertinggalnya UMK

dalam arus lalu lintas produk antar negara sekaligus menunjukkan

adanya dualisme globalisasi yang dihadapi UMK. Besarnya jumlah

usaha mikro dan keeil di Indonesia diakui sebagai kekuatan di satu sisi,

namun di sisi yang lain daya saing UMK Indonesia masih rendah dalam

memanfaatkan dampak keterbukaan ekonomi.

Masih rendahnyadaya saing UMK tidak terlepas dari karakteristik UMK

yang sekaligusmenjadi faktor penyebab, yakni rendahnya kualitasSDM,

skala ekonomi yang tidak efisien, serta budaya perusahaan yang tidak

mendukung. Pada saat yang sarna, pendekatan intervensi pemerintah

terhdap UMK lebih bersifat kcsejahteraan sosial. Dengan kondisi yang

ada tersebut,mengharapkan UMK untuk berdayasaing tanpa intervensi

pemerintah dengan pendekatan bisnis yang embodied di dalarn

strategi industrialisasi rasanya akan sulit. Orientasi ekspor dalam

strategi industralisasi Indonesia yang selama ini bias pada UMB perlu
digeser ke arah strategi Industrialisasi yang berbasis luas melibatkan

UMKsebagaimanadilakukan oleh Thailand dan Malaysia. Melalui SME
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plan, Thailand mengembangkan UMK sebagai bagaian peting dalam

mata rantai produksi industry otomotif sebagai pemasok intermediary

inputs. sedangkan Malaysia mengembangkan UMK sebagai bagian dari

pernasok intermediary inputs di industri elektronika.

UMK dan Dualisme Teknologi

Fleksibilitas UMK dalam merespon dinamika lingkungan bisnis menjadi

kendala yang juga harusdiatasi. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi

dengan digital ekonomi sebagai backbone kegiatan ekonomi adalah

keniscayaan yang tidak bisa dihindari, narnun kekakuan usaha yang

merupakan karakteristik dasar yang melakat pada UMK menjadikan

UMK tertinggal dalam merespon perubahan. Berdasarka survey yang

dilakukan oleh Bank Dunia, hanya 17,1 persen perusahaan kecil di

Indonesia yang telah menggunakan teknologi yang berlisensi. ("World

Bank Enterprise Survey; 2015). Ini menunjukkan sangat sedikit jumlah

UMK yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional untuk

mencapai standar global perusahaan multinasional.

Pemanfaatan internet sangat penting untuk dilakukan oleh UMK untuk

bisa masuk ke dalam jaringan bisnis global. Ditilik dari aspek ini,

kebanyakan UMK Indonesia masih belum memanfaatkan teknologi

internet untuk informasi produk dan pemasaran. Sensus ekonomi 2016

mencatat hanya 602.658 UMK atau baru 2,29 persen dari total UMK

yang ada di Indonesia yang telah memanfaatkan interent. Hal tersebut

sangatlah minim di tengah fakta bahwa 51% penduduk Indonesia sudah

menggunakaninternet(Sari.Y.M.2015).Isumengenaidigltaldisruptiondan

potensi dampaknya terhadap mat a rantai nilai dari produk UMK harus

menjadi per hat ian untuk diantisipasi oleh pemerintah melalui strategi

peningkatan Global Value Chain dimana intensitas kand ungan teknologi

inforrnasi sangat menetukan.

Dualisme Pembiavaan dan Perlunva Keberpihakan

Permasalahan klasik yang dihadapi UMK yang masih berlanjut hingga

saat ini adalah keterbatasan akses pembiayaan untuk permodalan.
Keterbatasan akses sumber daya produktif ini berkelindan dan saling

melengkapidenganpermasalahan pengelolaan usaha dan sumber daya
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manusia yang undercapacity, ditambah kelembagaan UMK yang sebagian

besar berupa usaha informal (shadow economoy). Sementara regulasi

terkait pembiayaan dari lembaga keuangan menuntut kecukupau

kapasitas, sehingga hal ini menyebabkan UMK terlempar dari pasar

keuangan secara sistemik. Dengan kata lain, desain sistem untuk pasar

keuangan yang berbasis risiko secara otomatis menciptakan barrier bagi

UMK dalam mengakses modal. Dalam hal ini, peran strategis UMK dalam

perekonomian yang merupakan keniscayaan harus berhadapan dengan

kendala berupa barrier yang sifatnya kelembagaan di pasar keuangan

baik dari sisi demand maupun supply. Hal ini selanjutnya mendorong

terjadinya bias pembiayaan kepada UMB yang karakteristik risikonya

lebih manageable dibandingkanl.llvlk.

Dengan organisasi produksi yang tidak simetris antara UMK dan UMB.

intervensi pemerintah untuk mernbuka akses permodalan memegang

peran kunci. Membiarkan UMK dalam persaingan bebas justru akan

memperlebar gap dan melanggengkan dualisme antara UMK dan UMB.

Komitmen untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMK yang
menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, harus diwujudkan

dengan komitmen keberpihakan yang kongkrit terhadap UMK.

Kesulitan UMK dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga keuangan

hams diatasi dengan memahami karakteristik khas UMK yang sebagian
besar adalah usaha informal dan tidak memliki agunan yang qua -regulasi

menjadi faktor kendala. Oleh karena itu, komitmen untuk mendorong

UMK harus diikuti dengan penyesuaian terhadap regulasi yang dinilai

menghambat at au diskresi regulasi khusus untuk UMK. Undang-Undang

UMK nomor 20 tahun 2008 saat ini dinilai masih belum cukup untuk

mendorong UMK. Diperlukan regulasi yang khusus untuk perlindungan

dan pemberdayaan UMK sebagaimana regulasi yang sudah ada ada saat

ini untuk perlindungan dan pemberdayaan petani (UU No. 19/2013) dan
nelayan (UU. NO.7/2016).

Program-program yang saat ini telah digulirkan untuk mendorong UMK

seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)dengan skema subsidi suku bunga dan

Kredit Ultra Mikro (UMi) yang tahun 2018 ini akan diluncurkan perlu
dukungan kelembagaan yang kuat. Sistem Informasi Kredit Program

(SIKP)yang menjadi backbone penyaluran KUR perlu ditingkatkan untuk

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan 001
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memastikan tidakterjadinya inclusion error. Begitu juga dengan program-

program UMK oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu

ditingkatkan sinergintasnya dengan dukungan perencanaan yang kuat

dan terarah. Regulasi oleh otoritas lembaga keuangan yang mewajibkan

batasan minimal penyaluran kredit kepada LJMKoleh perbankan perlu

ditetapkan menjadi indikator kunci kinerja bank selain kinerja keuangan

dan profil risikotentunva,
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